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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam No. P-005/DJ.I1I/HK.00.7/10/2021 yang mengatur tentang
pencatatan pernikahan dalam masa ‘iddah. Selama ini perempuan harus menjalani
masa ‘iddah setelah terjadinya perceraian sedangkan laki-laki tidak memiliki
ketentuan untuk menjalankan ‘iddah yang menimbulkan ketidakadilan karena
dampak hukum yang terjadi, sehingga laki-laki bebas melakukan pernikahan lagi
dengan perempuan lain tanpa menjalani masa ‘iddah yang wajib dilakukan oleh
perempuan. di sisi lain, suami yang telah menceraikan istrinya dapat melakukan
pernikahan kembali dengan perempuan lain dan merujuk kembali mantan istrinya
di masa ‘iddah. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan terjadinya poligami
terselubung yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. seiring berjalannya
waktu telah diberlakukanya syibhul ‘iddah laki-laki yang ketentuannya diatur
dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa ‘iddah.
Maka dari itu penulis menganalisis hal tersebut dengan menggunakan tinjauan
Feminist Legal Theory.

Fokus penelitian ini tentang syibhul ‘iddah yang tertuang didalam
ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.I1l/ HK.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘iddah dengan pertanyaan sebagai berikut: 1)
Bagaimana ketentuan syibhul <%ddah yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam No. P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa
‘iddah ?, 2) Bagaimana ketentuan syibhul ‘ddah dalam Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam No. P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa
‘iddah perspektif Feminist Legal Theory?

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (library
research) yang mana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan data literatur.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentatif,
menelaah, serta pengkajian data atau dokumen. Sedangkan teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengecekan
keabsahan data diperoleh melalui triangulasi dan kredibilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan syibhul
‘iddah yang terkandung didalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-
005/DJ.III/HK.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa ‘iddah yakni
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bermaksud sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi
seorang laki-laki bekas suami yang akan menikah lagi dengan wanita lain dalam
masa ‘iddah bekas istrinya. Selain itu bertujuan untuk memberikan kepastian
dalam tata cara dan prosedur terkait pencatatan pernikahan tersebut. Dengan
adanya ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam surat edaran tersebut maka,
laki-laki yang ingin mencatatkan pernikahan dapat terlaksana apabila telah resmi
bercerai. Hal ini perlu dibuktikan dengan adanya akta cerai. Kemudian laki-laki
dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila telah habis masa ‘ddah istrinya,
serta laki-laki yang telah menikah lagi dan ingin merujuk kembali istrinya hanya
bisa dilakukan apabila mendapat izin poligami dari Pengadilan. Jadi konsep
daripada syibhul ‘iddah merupakan sesuatu hal yang menyerupai ‘iddah. Dengan
demikian seorang lelaki harus melaksanakan syibhul ‘iddah akibat dari putusnya
pernikahan seperti yang dilakukan oleh wanita untuk masa tunggunya ( ‘iddah). 2)
Ketentuan syibhul ‘iddah yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
tentang Pernikahan dalam Masa ‘iddah perspektif Feminist Legal Theory,
feminisme yang berdasarkan kesetaraan dan keadilan terutama bagi kaum
perempuan bahwa ketentuan yang terdapat didalam surat edaran tersebut yakni
sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan dapat digunakan laki-laki
sebagai upaya untuk berfikir ulang ketika ingin menikah lagi dengan perempuan
lain. Selain itu mencegah potensi terjadinya poligami terselubung yang dilakukan
oleh laki-laki yang mengakibatkan dapat merugikan bagi perempuan. Jadi dengan
berlakunya syibhul ‘iddah yang tertuang didalam surat edaran tersebut telah
mewujudkan dan menciptakan kesetaraan serta keadilan diantara laki-laki dan
perempuan yang sama-sama diwajibkan untuk menjalankan ‘iddah.
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This research is motivated by the emergence of Circular Letter of the
Director General of Bimas Islam No. P-005/DJ.I111/HK.00.7/10/2021 which
regulates the registration of marriages during the 'iddah period. So far, women
have to undergo an ‘'iddah period after a divorce while men do not have provisions
to carry out 'iddah which creates injustice because of the legal impact that occurs,
so that men are free to remarry other women without undergoing the 'iddah period
that women are obliged to do. on the other hand, a husband who has divorced his
wife can remarry another woman and refer back to his ex-wife during the ‘iddah
period. With this, it results in covert polygamy which creates injustice for women.
Over time, the syibhul 'iddah of men has been enacted, the provisions of which are
regulated in the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance
regarding marriage during the 'iddah period. Therefore, the author analyzes this
matter using the Feminist Legal Theory review.

The focus of this research is on syibhul 'iddah which is contained in the
provisions of Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage in the ‘lddah Period with the
following questions: 1) How is the provision of Syibhul 'lddah regulated in
Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-
005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage in the ‘'lddah Period?, 2) How is
the provision of Shibhul 'lddah in Circular Letter of the Director General of
Islamic Guidance No. P-005/DJ.111/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage in the
'lddah Period from the perspective of Feminist Legal Theory?

This research uses a type of library research method in which research is
carried out using literature data. Data collection techniques in this study used
documentative techniques, reviewing, and reviewing data or documents. While
the data analysis technique used in this research is descriptive analytical. Data
validity checking is obtained through triangulation and credibility.

The results of this study indicate that: 1) The provisions of syibhul ‘iddah
contained in Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance No. P-
005/DJ.111/HK.007/10/2021 concerning marriage during the 'iddah period are
intended as instructions in the implementation of marriage registration for a male
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ex-husband who will remarry another woman during the 'iddah period of his ex-
wife. In addition, it aims to provide certainty in the procedures and procedures
related to the registration of these marriages. With the provisions contained in the
Circular, a man who wants to register a marriage can do so if he has been
officially divorced. This needs to be proven by a divorce certificate. Then a man
can remarry another woman if his wife's ‘iddah period has expired, and a man who
has remarried and wants to refer his wife back can only do so if he gets a
polygamy permit from the Court. So the concept of shibhul 'iddah is something
that resembles 'iddah. Therefore, a man must observe the syibhul ‘iddah as a result
of the breakup of the marriage just as a woman does for her waiting period
('iddah). 2) The provisions of syibhul 'iddah regulated in the Circular Letter of the
Director General of Islamic Guidance on Marriage in the ‘iddah Period from the
perspective of Feminist Legal Theory, feminism based on equality and justice,
especially for women that the provisions contained in the Circular Letter are a
form of protection for women and can be used by men as an effort to rethink when
they want to remarry another woman. In addition, it prevents the potential for
covert polygamy committed by men, which can be detrimental to women. So with
the enactment of syibhul 'iddah contained in the Circular has realized and created
equality and justice between men and women who are equally obliged to run
'iddah.
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